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Belanja Modal - Majelis Hakim Vonis Bebas Mantan Kadis Perpustakaan Kota Makassar 

Sumber gambar: https://regional.kompas.com/read/2024/01/03/215144078/majelis-hakim-vonis-bebas-mantan-kadis-perpustakaan-kota-

makassar-tenri-a  

Mantan Kadis Perpustakaan Kota Makassar, Tenri A Palallo divonis bebas terkait kasus korupsi 

pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021. Vonis bebas tersebut dibacakan 

langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) 

Royke Harold Inkiriwang di Ruang Haripin Tumpa, Rabu (3/1/2023) malam. 

"Terdakwa Tenri A Palallo tidak terbukti secara sah sebagaimana dalam putusan dalam dakwaan primer," 

ucap Royke dalam amar putusannya. 

Mendengar keputusan majelis hakim, sontak para kerabat dan pihak keluarga Tenri A Palallo yang hadir 

dalam ruang sidang berteriak histeris menyebut asma Allah. Anak-anak Tenri pun terlihat sesengukan. 

Tampak terdakwa Tenri A Palallo yang mengenakan pakaian batik bercorak merah dipadukan jilbab warna 

merah juga langsung sujud syukur usai mendengar Ketua Majelis Hakim membacakan vonis bebas terhadap 

dirinya. 

"Empat membebaskan terdakwa dalam segala tuntutan umum. Lima memerintahkan terdakwa dibebaskan 

dari tahanan setelah putusan ini disahkan. Enam memulihkan hak-hak terdakwa," tandasnya. 

Vonis bebas ini berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Tenri A Palallo dihukum dua 

tahun enam bulan. Serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Sementara, dua terdakwa yang merupakan kontraktor dalam kasus korupsi pembangunan gedung 

perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021 yakni Direktur CV Era Mustika, Mustakim dan 
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pelaksana kegiatan atau pihak yang menggunakan perusahaan CV Era Mustika, Ridhana dinyatakan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidiair. 

Keduanya dijatuhkan hukuman penjara masing-masing tiga tahun.Selain itu keduanya juga dituntut berupa 

pidana denda sebesar Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. 

Adapun dakwaan Primair terdakwa Tenri A Palallo bersama-sama Mustakim dan Ridhana sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Dakwaan subsidiair terdakwa Tenri A Palallo bersama-sama Mustakim dan Ridhana sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Tim Pengacara Tenri yang terdiri dari Marhumah Majid SH MH, Abdul Gafur SH, Zulkifli Hasanuddin 

SH, Mursalim Jalil SH MH, Nurzainah Pagassing SH MH, Murlianto SH MH, Ratna Kahali SH, dan Muh, 

Zulhajar Syam SH mendapat banyak pujian dan apresiasi atas kerja keras mereka dalam mengungkapkan 

fakta-fakta di persidangan sehingga hakim bisa menjatuhkan vonis bebas. 

 

Sumber berita: 

1. https://regional.kompas.com/read/2024/01/03/215144078/majelis-hakim-vonis-bebas-mantan-

kadis-perpustakaan-kota-makassar-tenri-a 3 Januari 2024 

2. https://www.sulselsatu.com/2024/01/04/makassar/terjerat-kasus-korupsi-mantan-kadis-

perpustakaan-kota-makassar-kini-dinyatakan-bebas.html#google_vignette 4 Januari 2024 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang 

menyatakan: 

(1) Belanja  modal sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 56  ayat (2)   digunakan  untuk  

menganggarkan   pengeluaran   yang dilakukan  dalam  rangka  pengadaan   aset  tetap  dan  

aset lainnya. 

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) memenuhi kriteria: 

a. mempunyai  masa  manfaat  lebih   dari  12   (dua   belas) bulan; 

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah;  dan 

c. batas minimal kapitalisasi aset. 

(3) Batas  minimal  kapitalisasi   aset  sebagaimana   dimaksud pada ayat (2)  huruf c diatur dalam 

Perkada. 

(4) Aset     tetap    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat     (2) dianggarkan dalam belanja  modal 

sebesar harga beli  atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 

huruf d. yang menyatakan: 
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Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56  ayat  (2) meliputi: d.  belanja   jalan,    irigasi,    

dan  jaringan, digunakan untuk menganggarkan  jalan,   irigasi, dan  jaringan mencakup jalan,  

irigasi,  dan jaringan  yang dibangun  oleh  Pemerintah Daerah  serta  dimiliki dan/atau  dikuasai  

oleh  Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap  dipakai. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 

yang menyatakan: 

(1) Setiap pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah  mengenai hak  yang 

diperoleh oleh   pihak  yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan  Behan  APBD  tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda  tentang  APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2) tidak   termasuk  pengeluaran  

keadaan  darurat   dan/atau keperluan  mendesak sesuai dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan. 


